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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai mahar adat yang sangat tinggi
bagi seorang wanita yang akan dinikahi, pengetahuan masyarakat Hajoran Julu
tentang penetuan mahar tidak terlalu dalam sehingga lebih mengutamakan mahar
adat dari pada mahar dalam hukum Islam. Penentuan mahar atau sinamot
dilaksanakan pada saat marisik-risik dimana kedua belah pihak mempelai
berkumpul dan Harajaon, untuk menentukan dan bernegosiasi dalam penentuan
mahar yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila dalam
penentuan mahar tidak menemukan kata sepakat, maka acara perkawinan tidak

dapat dilaksanakan atau batal.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakaan metode field research atau
penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriftif, analitik dan komperatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif. Data-
data penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian Anilisa penelitian menggunakan
kualitatif induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa mahar adat
masyarakat Hajoran julu merupakan suatu pemberian sejumlah uang kepada pihak
mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan mahar dalam
hukum Islam adalah pemberian sesuatu yang bernilai dan berharga sebagai bukti
tanda cinta kepada mempelai perempuan. Perbandingan mahar antara adat
masyarakat Hajoran julu dan hukum Islam dilihat dari letak persamaan mahar
dalam masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam, yaitu sama-sama memiliki
persyaratan dalam pemberian mahar yaitu mahar harus bernilai, bermanfaat dan
barang yang dijadikan mahar merupakan barang yang pasti dan barang yang halal.
Perbedaan antara mahar adat masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam adalah
dari jumlah ataupun nilai mahar yang ditentukan, mahar adat masyarakat Hajoran
Julu memiliki mahar yang cukup tinggi dan ditentukan berdasarkan status sosial,
status pendidikan dan status ekonomi. Dan nilai mahar hukum Islam ditentukan

berdasarkan kemampuan laki-laki dan permintaan mempelai perempuan.
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A man who treats his woman like a princes is proof that
he has been raised by a queen.’

- William Shakespeare -
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif | tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ b be
& l_“a,’ t te
& S_a § es (dengan titik di atas)
z ij j je
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¢ Kha kh ka dan ha
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J . r er
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" sin s es
oA syin sy es dan ye
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a mim m ‘em
O nun n en
3 wawu w w
A ha’ h ha
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¢ ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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1. Bila dimatikan ditulis “h”
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ARPIFPES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

Shdll 3K Ditulis Zakah al-fitri
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apostrof
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

o

el

r=

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

& Ll
° .1:,“

Ditulis
Ditulis

as-Sama’

asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

Ul g5
3 Jal

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furdd
ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik,
sosial, agama dan kultur yang masing-masing mempunyai tanggung jawab
moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Negara
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang di dalamnya berdiam berjuta-
juta penduduk dari berbagai pulau, adat dan budaya, karena banyak dan
beraneka ragamnya adat dan budaya itulah menjadikan kesulitan dalam
mengemukakan bagaimana ciri hukum adat yang berlaku dalam lingkungan
masyarakat adat. Misalnya dalam perkawinan adat yang berbeda-beda
pelaksanaannya.

Perkawinan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat yang
tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran
yang mereka anut, baik sebelum dansesudah upacara pernikahan
dilaksanakan, karena perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat,
maka melalui perkawinan di masyarakat tertentu dapat diperoleh informasi
budaya masyarakat itu sendiri. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya
diikuti beberapa rangkaian acara dan upacara adat. Acara dan upacara adat
suatu perkawinan masing-masing sering ditemukan adanya perbedaan-

perbedaan meskipun tidak bersifat prinsip.



Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh
bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan
masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu.
Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya
dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat
perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke

tempat mertua.*

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan
yang ideal menurut syar’i, hal mana diketahui bahwa masyarakat telah
terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi
ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang
pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntutan
Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek
moyang yang diwarisi secara turun menurun, dan menurut anggapan mereka
lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan

penentuan mahar yang ada di Desa Hajoran.

Desa Hajoran adalah desa yang terletak di daerah Labuhan Batu
Selatan yang mayoritas masyaraktanya bersuku Batak Angkola, masyarakat
di desa Hajoran sangat menjungjung tinggi persaudaraan antar masyarakat
setempat. Masyarakat desa Hajoran Julu sangat menghargai perbedaan agama

dan mempunyai sikap toleransi bagi agama lain, masyarakat Hajoran

! Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum
Agama (Bandung:Mandar Hilman Maju, 2003), him.97.



mayoritas beragama Islam. Desa Hajoran meiliki 6 Dusun dalam satu Desa,
salah satunya adalah Dusun Hajoran Julu yang merupakan Dusun yang sangat
menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan mahar yang
mereka ikuti secara turun menurun dari nenek moyang mereka.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada
calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para
imam mazhab bahwa mahar tidak harus ada ketika melakukan akad
nikah,atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau
barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan Kketika
dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting
dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan
seorang wanita, yaitu memberikannya hakuntuk memegang urusan. Di zaman
jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya
semena-mena dapat menggunakan hartanya dan menggunakan hartanya lalu
Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak
mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar.

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh
pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.

Dalam figih Islam, selain kata mahar terdapat sejumlah istilah lain yang

2 Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan 1Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), him 146.



mempunyai arti yang sama, yaitu: sadag, nihla, dan faridah.*Mahar yang
diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat
dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan
mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai
kebutuhan sebagai pemilik hak.

Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon
isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada
hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada
calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih
sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami.*

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar
atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan
dengan sepantasnya, sewajarnya. Rasullullah mengajarkan kepada umatnya
untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan
dalam dirinya sendiri dan Rasullullah memberikan mahar kepada isteri-
isterinya tidak lebih dari 12 ugiyah(40 Dirham).’Dalam al-Qur’an Allah

berfirman:

o) Jaid calaal aig

*Kamal Muctar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), him. 80.

*Slamet Riadi, Hukum Islam Indonesia, cet | (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),
him. 101.

*Muhammad Nasrudin Albani, Shahth Sunan Nasd'’i, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), 1l: 718.

°An-Nisa (4):20.



Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya
berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan
oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan
dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar,
ulam figih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi
rendahnya.’Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit
proses akad nikah. Lain halnya dengan realita masyarakat Muslim Hajoran
Julu ketika menikahkan anak wanitanya, dikondisikan sesuai dengan strata
sosial antara mempelai laki-laki dengan memepelai wanitanya, dari segi
ekonomi, pendidikan serta status sosialnya.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat begitu kuat dalam
memegang tradisi dalam pelaksanaanya, sehingga terkadang berbeda-beda
dalam penarapannya. Hal ini juga terbukti pada praktik pelaksanaan
penentuan mahar pada masyarakat Hajoran Julu, mahar yang tadinya
adalah normatif harus merujuk kepada masyarakat yang masih mengikuti
pola adat yang sangat kental.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mahar yang
ada di Hajoran Julu sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang sudah ada,
yang maharnya diambil berdasarkan kerelaan perempuan, tetapi hal tersebut
tidak dilakukan oleh masyarakat Hajoran Julu karena mahar masyarakat
Hajoran Julu ditentukan berdasarkan status sosial dari pihak laki-laki

maupun pihak mempelai perempuan.

"Boedi Abdullah, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: Pustaka Setia,
2013), him. 81.



Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis di Desa Hajoran
Julu, penulis sering menemukan satu aspek ajaran Islam yang tidak
diperhatikan oleh masyarakat tersebut yaitu penentuan mahar saat akan
dilaksanakan suatu pernikahan. Desa Hajoran Julu Kabupaten Labuhan Batu
Selatan provinsi Sumatra Utara masyarakatnya mayoritas adalah suku Batak
Angkola. Dalam penentun mahar di Desa Hajoran Julu ditentukan
berdasarkan strata sosial mangkin tinggi pendidikan semangkin tinggi juga
mahar yang diminta. Sebagaimanaberikut:

1. Seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA), maka
mahar yang dikeluarkan oleh suami sebesar 8 juta sampai dengan 10 juta.

2. Seorang perempuan atau calon istri yang pendidikannya di bidang
kesehatan (Bidan atau Perawat), maka mahar yang dikeluarkan oleh calon
suami sebesar 35 juta sampai dengan 50 juta.?

Tingginya mahar yang ditentukan membuat pemuda di desa tersebut
enggan menikah dan membatalkan pernikahan mereka karena permintaan
mahar yang terlalu mahal, dan banyak dari mereka yang memilih pasangan
dari desa lain sesuai dengan kadar mahar yang mampu mereka berikan. Di
Desa Hajoran Julu sendiri mempunyai keunikan tersendiri apabila kedua
belah pihak tidak dapat menentukan mahar maka penentuan mahar itu
ditentukan oleh Raja Adat (Harajaon).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Hukum Islam dalam penentuan

mahar menganjurkan agar nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan

\Wawancara dengan bapak Samma Lubis selaku tokoh masyarakat di Desa Hajoran Julu,
Provinsi Sumatra Utara. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016.



mempelai, secukupnya dan meringankan nilai jumlah mahar, sedangkan
penetuan mahar adat Hajoran Julu mempunyai nilai jumlah mahar yang
cukup besar atau mahal. Hal ini disebabkan dalam penetuan jumlah mahar
adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, ekonomi, dan pendidikan calon
mempelai perempuan. Maka dari permasalahan yang terjadi diatas penulis
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENENTUAN MAHAR
MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi

Sumatra Utara)”.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat
beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana penentuan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Hajoran
Julu dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penetuan mahar dalam adat
perkawinan masyarakat Hajoran Julu dan Hukum Islam?
. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penentuan mahar dalam adat perkawinan

masyarakat Hajoran Julu dan Hukum Islam.



b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaanpenentuan mahar dalam
adat perkawinan masyarakat Hajoran Julu dan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

1) Sebagai sumbangan idedan gagasan tentang penentuan mahar yang
sesuai dengan ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari dalam
masyarakat khususnya masyarakat Hajoran Julu yang akan
melangsungkan pernikahan.

2) Untuk memenuhikhazanah keilmuan keislaman dan untuk
pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya
masyarakat muslim Hajoran Julu.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif
terhadap kehidupan, khususnya dalam penentuan mahar pernikahan
masyarakat Hajoran Julu dan khususnya bagi ummat Islam pada
umumnya.

2) Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam
penentuan mahar.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dalam budaya Indonesia sudah banyak dilakukan

melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan

buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika



perkembangan budaya ini, akan tetapi kajian yangmembahas tentang mahar
yang ada di DesaHajoran Julu belum ada.

Dalam buku Hukum Adat Sketsa Asas Iman Sudiyat menuliskan bahwa
di seluruh wilayah masih terdapat lembaga pembayaranperkawinan. Beberapa
di antaranya jelas bersifat “jujur” sebagai bisa atau survival dari sistem
patrilineal atau pertukaran hadiah yang tersisa tertib di masa silam, akan
tetapi dari tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah
memperoeh suatu arti atau fungsi tersendiri serasi dengan suasana
lingkungan.Pembayaran-pembayaran  tersebut tidak dikenal sebagai
“pemberian perkawinan” serupa dengan maskawin dalam hukum Islam yang
sudah dilakukan umat Islam dimana-mana. Selebihnya dapat disebut hadiah
perkawinan atau pembayaran perkawinan,seperti halnya dengan mahar yang
ada di masyarakat Hajoran Julu. Di buku Iman Sudiyat juga sedikit
menerangkan tentang mahar, menurutnya mahar merupakan suatu pemberian
yang sekedarnya dari calon suami kepada calon istri yang kadang-kadang

pemberian itu disatukan dengan pemberian lain.

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penulis hanya menemukan
beberapa kajian yang objek kajian yang sama namun tidak terspesifikasi
sehingga belum meyentuh apa yang akan penulis teliti, meski demikian karya
ilmiah tersebut telah memberi kontribusi bagi penulis dalam penulisan karya

ilmiah ini. Adapun karya ilmiah tersebut:

® Iman Sudiyat, HukumAdat Sketsa Asas(Yogyakarta: Liberty, 1990), him.122-123.
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Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Mandar
tentang Penggeseran Persepsi dan Pemberian Mahar” yang disusun oleh
Muhammad Adam HR. Secara subtansial skripsi ini berbicara tentang adat
kebiasaan yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan dalam sebuah
pernikahan.?

Kedua, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat
Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” yang disusun
oleh Nurfiah Anwar. Skripsi tersebut menjelaskan latar belakang pemikiran
tokoh masyarakat bugis bone tentang kontroversi antara ucapan dan wujud
mahar dalam adat perkawinan mereka berdasarkan adat istiadat yang telah
mengatur tentang peggunanaan simbol stratifikasi sosial dalam penyebutan
mahar pada saat berlangsungnya akad nikah.'* Adapun hubungannya dengan
kajian penulis terletak pada pemberian mahar berdasarkan stratifikasi sosial.

Ketiga “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-syafi’i
tentang Pemilikan Mahar” oleh Tosim, membandingakan dua pendapat imam

yaitu Imam Malik dan Imam As-Syafi’i mengenai hak kepemilikan bagi

' Muhammad Adam HR,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat
Mandar (Studi terhadap Penggeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar di Kecamatan
Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

1 Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis
Bone dalam Prespektif tokoh Adat dan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
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isteri, karya ini lebih kepada pendapat-pandapat yang menjelaskan tentang
kepemilikan mahar bagi seorang wanita.*?

Keempat, penelitian saudari Risahlan Rafsanzani, dengan judul
“Konsep Mahar Adat Masayarakat Reok Kab.Manggarai Nusa Tenggara
Timur dan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep pemberian
mahar yang cukup tinggi dan ditentukan oleh pihak keluarga, pemberin mahar
yang cukup tinggi merupakan kewajiban dalam perkawinan adat, dan dalam
skripsi tersebut juga menjelaskan mengenai relevansi hukum baik secara
KHI, Hukum Adat, serta Hukum Islam.*® Perkawinan menurut adat bukan
hanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami
isteri yang bermaksud untuk mendapatkan ketururunan membangun serta
membina suatu hubungan rumah tangga, melainkan juga menyangkut suatu
hubungan hukum para anggota kerabat, keluarga persekutuan, martabat dan
bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang

bersangkutan.'*

Untuk karya atau penelitian yang membahas seputar tentang penentuan
mahar di Desa Hajoran Julu belum ada secara khusus, selama penyusun
melakukan pengamatan belum ada ditemukan, akan tetapi buku-buku ataupun

karya ilmiah lainya banyak membahas tentang mahar seperti

YTosim, “Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi’i tentang

Pemilikan Mahar”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2005).

“Risahlan Rafsanzani, “Konsep Mahar Adat Masayarakat Reok Kab. Manggarai Nusa

Tenggara Timur dan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2015).

“Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, him. 107.
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“HukumPerkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan’*Di dalam
buku ini membahas tentang definisi mahar, macam-macam mahar, kadarnya,

cara penentuanya, dan sesuatu yang mengakibatkan gugurnya mahar.

E. Kerangka Teoritik

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut
dipertahankan sebagai peraturan penjaga tatatertib sosial dan tatatertib hukum
di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan
demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau
telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik
yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi
diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkalang tanah. Dimana ada
masyarakat, disitu ada Hukum adat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari
suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang
keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu
berlaku.™®

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat,
keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung

kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.'’

> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahunl1974,cet.2
(‘Yogyakarta: Liberty, 1986), him.60.

®|man Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1981),
him.29-30.

Y1man Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas,him.107.
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Pembedaan perkawinan didalam jenis yang tersebut di atas, pertama-
tama harus dilihat dalam rangka hubungan antara bentuk perkawinan dengan
susunan kewangsaan yang bersangkutan. Sebagai peringatan umum perlu
dicatat bahwa rupanya diseluruh Nusantara, karena upacara peralihan (rite de
passage) yang terpenting ini terjadi pertukaran hadiah- hadiah tertentu. Di
dalam Hukum Adat “jujur” merupakan salah satu istilah tentang menyimpul
pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat si pria kepada kelompok
kerabat wanita dengan tujuan memasukan si wanita kedalam bagian gens
suaminya, demikian pula anak-anaknya melanjutkan garis hidup clan
ayahnya.'®

Jumlah jujur itu hampir dimana-mana berbeda-beda menurut status
sosial si wanita. Di wilayah-wilayah tanpa pembedaan kelas yang jelas
sekalipun, orang-orang kebanyakan tidak boleh membayar dan menerima
lebih tinggi dari pada yang ditetapkan bagi mereka itu merupakan
pelanggaran terhadap hak para terkemuka, sehingga ketentraman masyarakat
terancam karenanya."®

Kebanyakan jumlah jujur itu bergantung kepada jumlah yang dahulu
dibayarkan untuk ibu si gadis, jujur bagi seorang perawan selalu lebih tinggi
dari pada untuk seorang wanita yang sudah bercerai atau seorang janda. Di
dalam hubungan-hubungan perkawinan segi seperti di tanah Batak, Maluku

dan kepulauan Timor, jujur akan jauh lebih tinggi pada perkawinan yang

¥|man Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, him.117.

YIman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, him.120.
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tidak dilangsungkan dalam lingkungan hubungan-hubungan kewangsaan
semenda yang sudah ada, melainkan yang menjalin suatu ikatan kewangsaan
semenda yang baru.?®® Lain halnya dengan sistem kekerabatan secara
matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang diambil dari garis ibu dan wanita
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki, dan suku minang kabau
merupakan suku yang mengikuti sistem kekerabatan matrilineal begitu juga
dengan pemberian jujur, pihak mempelai wanita yang memberikan jujur
kepada pihak mempelai laki-laki.?

Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum dalam syari’at Islam
mempunyai maksud dan latar belakang. Maksud dan latar belakang tesebut
dapat dipahami dan diterima oleh rasio secara rinci kecuali sebagian hukum
yang bersifatza ‘abudi dan hikmahnya tidak dipahami akal.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu
dan tempat tertentu. Al-Qur’an menyatakan bahwa lingkungan berlakunya
ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh
umat manusia dimanapun mereka berada.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami
perubahan.Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan
tata nilai yang ada pada mereka. Semakin maju cara berpikir suatu
masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu

pengetahuan.

2bid., him. 120.

*'Koentjara Ningrat, Pengantar Antropologi Il Pokok-Pokok Etnografi (Jakarta:Rineka
Cipta,1998), him. 36.
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Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang
wanita dengan memberihak kepadanya di antaranya adalah hak untuk
menerima mahar (maskawin) mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada
calon isteri, bukan wanita lain atau siapa pun walaupun sangat dekat
dengannya. Bahwa teori-teori tentang mahar termasuk dalam hukum
perkawinan Islam kecuali Maliki, tidak menjadikan mahar sebagai syarat sah
perkawinan tetapi pemberian wajib. Mahar dalam hukum Islam di bagi
menjadi dua macam adalah sebagai berikut:*

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma merupakan mahar yang sudah disebut atau dijanjikan
kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan
kadarnya pada waktu akad nikah.

2. Mahar Mitsli (sepadan)

Mahar Mitsli yaitu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum
ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan)
dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga dekat, atau tetangga
sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan
sebagainya.

Apabila dilihat dari praktik penetuan mahar dalam masyarakat Hajoran
Julu dan hukum Islam, ada prinsip kesamaan.Dari segi adat memang

merupakan tradisi kebiasaan masyarakat. Sementara dalam hukum Islam

*2 Tihami, Kajian Figih | Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him.
45-46.
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sendiri meskipun aturanya ada dalam nas Al-Qur’an hadis tapi tidak lepas
juga dari tradisi atau Urf.

Para ulama dan fugaha mencari suatu hukum yang berpegang teguh
pada sumber hukum Islam dan Maqasid asy-Syari’ah dimana salah satu
sumber hukum yang digunakan adalah Urf, yang dalam hal ini Akan
digunakan dalam penelitan ini.

Urf merupakan istila Islam dimaknai sebagai adat kebiasaan, yang
sudah banyak dikenal oleh orang banyak dan menjadi tradisi mereka baik
yang berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau yang ditinggalkan.
Urf juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah ahli syara, tidak ada
perbedaan antara Urf dan adat kebiasaan.Urfterbentuk dari saling pengertian
orang banyak, sekalipun stratifikasi sosial mereka berlainan yaitu kalangan
awam dan kelompok elite mereka.”®

Urf ada dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid. Urf shahthadalah urf
yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara, seperti
mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, di pandang
baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan
dengan syara’. Sedangakan urf fasid adalah urf yang tidak baik dan tidak
dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’ seperti kebisaan

mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suau tempat yang dipandang

2 Abd Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Figih, cet.12 (Kuwait: Dar al-Falah, 1978), him.91.
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keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran
tauhid yang diajarkan agama Islam.?*

Sesungguhnya sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan sesuatu
yang telah menjadi adat kebiasaan mereka maka sesuai pula dengan
kemaslahatan mereka. Oleh karena itu ulama berkata:*®

AaSaa 3alall

Hukum adat dapat dijadikan sebagai hukum, akan tetapi hukum yang
didasarkan pada urf dapat berubah,dengan adanya perubahan suatu nas atau
tempat. Sebenarnya urf bukanlah dalil syar’i yang berdiri sendiri. Biasanya
urf termasuk dari memelihara maslahah mursalah.?®

Sesungguhnya para ahli hukum Islam sejak masa klasik, telah
menyadari masalah pengaruh adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka
tidak memandang adat sebagai sumber hukum yang independen, akan tetapi
mereka tetap menyadari tentang perkembangan adat dalam proses intervensi
hukum.

Mayoritas ulama menerima Urf sebagai metode penetapan hukum
Islam, sehingga dapat menjadi hujjah, mereka menyusun kaidah-kaidah
usuliyah maupun fighiyah yang berhubungan dengan keabsahan Urf.?'Para

ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber

148.

Kamal Muchtar dkk, Usul Figih, jilid 1(Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995), him.

®Ibid., him. 150.
2Abd Wahhab Khallaf, llmu Usul al- Figih, him.91.

27 Ali Sadigin,Figih Usul Figih, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), him. 96.



18

hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, dalam arti diaplikasikannya
prisip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak
memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul.?

Ahli hukum Islam dari mazhab Maliki yang terkenal, as-Syatibi
berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat
Islam dapat menjadi penuntun dalam pengaplikasian hukum. la membedakan
dua macam adat atau kebiasaan, yang pertama ia sebut dengan al-4Awa 'id asy-
Syar’iyyah yang terdiri dari tradisi-tradisi yang disetujui oleh nas atau dalil
syar’i lainya. Yang kedua ia sebut al-Awaid al- Jariyah, yang terdiri dari
berbagai macam bentuk adat yang ditempati oleh syari’ah, dalam arti tidak
menolak dan tidak menerima. Sementara penerimaan syari’ah terhadap
kelompok pertama tergantung pada kesesuaian dengan syari’ah itu sendiri,
kelompok yang kedua bersifat mengikat akantetapi bersifat mubah.?®

Ketika Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai Urf- urf yang
berbeda-beda, lalu Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan
tujuan syara dan prinsip-prinsipnya maka islam tidak menolak yang
demikian. Di samping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan
sehingga Urf menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya.

Banyak hal yang dibiarkan oleh syara’ tanpa pembaharuan yang baku

dan jelas sebagai lapangan gerak bagi al-Urf al-Shahth (kebiasaan yang baik)

?8Ratno lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: INIS,
1998), him. 17.

2|pid., him. 18.
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di sinilah Urf menentukanhukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan
rinciannya.

As-Syatibi menyebutkan bahwa hubungan antara maslahah dengan
Urf,di samping membahas hubungannya dengan sumber-sumber hukum
Islam yang lain, sebagai doktrin yang bersifat intren dengan tujuan-tujuan
umum dalam syari’ah, kepentingan umum dapat menjadi faktor dalam
mengukur penerimaan adat, berbagai macam adat yang mendorong
kesejahteraan masyarakat dapat di terima dalam masalah ini, karena

mempunyai peran penting dalam memenuhi hukum syari’ah itu sendiri.

. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan
mengambil objek penelitian masyarakat Hajoran Julu, lokasi ini ditetapkan
secara sengaja karena masyarakat Hajoran Julu beragama Islam yang taat
serta memiliki hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.
2. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis
penelitian deskriftif analitik dan komperatif, penelitian yang berbentuk
data bukan berbentuk angka, proses penelitian yang berkesinambungan,
yang mana tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data
dapat dilakukan bersamaan selama proses penelitian.
3. Pengumpulan data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha- usaha

sebagai berikut
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a. Observasi
Pengumpulan data secara observasi yaitu mengamati baik secara
langsung atau tidak langsung yang terkait dengan masalah penentuan
mahar.
b. Wawancara
Pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai beberapa orang
yang terkait atau yang dianggap mempunyai pengetahuan terkait
dengan penentuan mahar atau pelaku penentuan mahar. Pengumpulan
data menggunakan metode purposive sample yaitu metode yang
dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata,
random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.*

4. Pendekatan penelitian

Untuk mengadakan penelitian tersebut metode pendekatan yang
digunakan adalah yuridis, sosiologis, dan normatif. Pendekatan yuridis
merupakan pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada,
ataupun data sekunder yang digunakan. Dan pendekatan normatif ialah
pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu
peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya,
sedangkan pendekatan sosiologis itu sendiri adalah pendekatan yang

didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti.*

*syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi Il
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993 ), him. 113.

*'Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek(Jakarta: Grafika, 1990), him. 16.
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5. Analisis penelitian
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
induktif,yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian
diuraikan dan dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan

terhadap suatu kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh
mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu
dikemukakan sistematika pembahasanya. Sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan gambaran tentang mahar dalam Islam
yang mencakup pengertian mahar, landasan hukum mahar, macam-macam
mabhar, kadar mahar, dan hikmah disyari’atkannya mahar.

Bab ketiga diuraikan mengenai gambran geografis dan gambaran umum
tentang mahar menurut hukum adat hajoran julu, serta kedudukan mahar
dalam adat hajoran julu, kemudian macam- macam mahar dalam perkawinan
menurut adat hajoran julu dan tujuan mahar dalam perkawinan Adat Hajoran
Julu.

Bab keempat sebagai inti dalam pembahasan ini, penulis menguraikan
tentang penentuan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Hajoran Julu
dan kemudian persamaan dan perbedaan .penentuan mahar adat perkawinan

masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam.
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Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian
pembahasan, dengan memaparkan kesimpulan dan disertai saran yang dapat
diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, guna mencapai hal-hal

yang lebih baik dan maju dalam studi ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi
ini, baik data yang diambil secara wawancara, dokumentasi maupun refrensi
yang terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, mka penyusun

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahar adat merupakan mahar yang diikuti oleh masyarakat Hajoran Julu,
mahar adat mempunyai praktik yang berbeda dengan hukum Islam
dikarenakan mahar adat tidak mempunyai dasar seperti yang dijelaskan
dalam Al-Qur’an maupun hadis. Mahar yang berkembang di masyarakat
adat Hajoran Julu merupakan rangkaian dari pelaksanaan adat atau
hanyalah sebagai rangkaian adat. Penentuan mahar dalam adat ditentukan
oleh pihak perempuan tanpa ada campur tangan oleh mempelai
perempuan, dalam penentuan mahar adat yang menjadi komunikator
disebut dengan Harajaon. Apabila mahar adat sudah ditetapkan, maka
mempelai laki-laki harus menyanggupi mahar adat yang sudah di tetapkan
oleh pihak mempelai perempuan, apabila pihak mempelai laki-laki tidak
menyanggupi dan tidak ada kesepakatan maka akan membatalkan
perkawinan. Hukum praktik mahar adat yang berkembang di masyarakat
Hajoran julu adalah mubah (boleh) apabila tidak memberatkan pihak laki-
laki. karena Pemberian mahar adat sendiri hanyalah suatu tradisi bukan

perintah Agama. Penentuan mahar secara adat mempunyai dampak dalam

76
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praktiknya yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif yang terjadi
apabila dilakukan penentuan mahar agar laki-laki mengerti tentang derajat
seorang wanita dan arti seorang wanita serta dapat melaksanakan pesta
perkawinan yang meriah yang dilakukan sekali seumur hidup, dan dampak
negatif yang terjadi apabila praktik penentuan mahar tidak dapat dilakukan
maka dapat terjadi pembatalan pernikahan serta tidak adanya pengakuan
perkawinan secara adat di dusun Hajoran Julu.

. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
antara penentuan mahar adat Hajoran Julu dan penentuan mahar secara
hukum Islam Dalam praktiknya mahar yang berlaku secara adat dan
hukum Islam di masyarakat Hajoran Julu mempunyai kedudukan yang
sama Yyaitu wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk calon mempelai
perempuan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu
juga dengan mahar yang berlaku mempunyai kesamaan bahwa barang
yang diberikan kepada mempelai perempuan merupakan barang yang
berharga dan bukan barang curian. Sedangkan dalam penentuan mahar
adat Hajoran Julu dan Hukum Islam juga memiliki perbedaan adalah
bahwa selain memenuhi mahar yang telah diwajibkan oleh hukum Islam,
masyarakat Hajoran Julu atau mempelai laki-laki harus membayar mahar
secara adat atau dapat disebut juga dengan sinamot. Mahar adat
merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai laki
begitu juga dengan hukum Islam akan tetapi penentuan mahar tersebut

memiliki perbedaan dalam sumber hukumnya bahwa secara hukum
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Islamsebagai mana yang dijelaskan dlam Al-Qur’an mahar yang diberikan
kepada mempelai perempuan dilandasin oleh keikhlasan dan kerelaan
sebagai bentuk rasa cinta kasih dua insan, akan tetapi dalam hukum adat
Hajoran Julu sendiri sifatnya memaksa karena apabila tidak dipenuhi bisa
berimplikasi kepada batalnya suatu pernikahan. Islam sangat memberikan
kemudahan kepada umatnya yang ingin melaksanakan suatu pernikahan
yaitu salah satunya dengan menghendaki mahar yang mudah atau tidak
memberatkan pihak mempelai laki-laki, tetapi mahar adat Hajoran Julu
sendiri mimiliki perdedaan dalam penentuan Jumlah mahar adat (sinamot),
mahar adat ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, serta ekonomi
mempelai perempuan sehingga sangat memberatkan pihak mempelai laki-
laki karena nilai yang cukup tinggi. Mahar adat Hajoran Julu sangat
bertolak belakang dengan hukum Islam, karena dalam Islam sendiri mahar
merupakan apa yang diinginkan mempelai perempuan bukan apa yang di

inginkan pihak keluarga mempelai perempuan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas

pembahasan dalam sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan mahar secara adat setidaknya harus seimbang, karena
mahar merupakan hak prioritas perempuan dalam menerimanya sedangkan
mahar secara adat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk dihabiskan

dalam pernikahan.
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2. Penentuan mahar secara adat hendakla diperhatikan cara penentuan,
ditentukan secara sederhaana saja karna penentuan mahar yang cukup
besar mempunyai dampak buruk bagi laki-laki untuk membangun suatu
rumah tangga karna ketidak mampuan dalam membayar mahar yang
ditetukan sehingga kadang terjadi kawin lari.

3. Mahar yang ditentukan secara adat hendakla didasarin dengan
kesederhaanaan ataupun kemapuan pihak laki-laki karena dengan
penentuan mahar yang cukup besar dapat mengakibatkan pembatalan
pernikahan, ketidak mampuan pihak mempelai laki-laki kepada pihak
mempelai perempuan dalam memberikan mahar yang besar sehingga
mengakibatkan banyak laki-laki yang enggan melaksanakan pernikahan
karna ketidak sanggupan dalam memberi mahar secara adat sehingga

kadang mengakibatkan pembatalan pernikahan.
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KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

DID FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
R T Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)S12840, Fax.(0274)545614
5?5‘:?5?&2’}?\" E-mail : fuksharig@email com Yogyakarta 55281
No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/¢ 7 /2016 Yogyakarta, 12 Januari 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

~ Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalami’alaikum wr,wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon
kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No Nama NIM JURUSAN
1. Ria Damayanti 12360001 PMH

Untuk mengadakan penelitian di Desa Hajoran Julu Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumatra Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka
Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul " PENENTUAN MAHAR
MENURUT ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI
SUMATRA UTARA )” . g

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Januari 2016

Kepada Yth. :
Nomor : 0741 09/Kesl?angpo!l2016 Gubernur Sumatera Utara
Perihal  : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Provinsi Sumatera Utara
Di
MEDAN
Memperhatikan surat :
Dari ! Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor :  UIN.02/DS.I/PP.00.9/67/2016
Tanggal : 12 Januari 2016
Perihal ¢ Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan Penulisan Karya Tulis skripsi dengan judul proposal :
“PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDESA HAJORAN JULU, KABUPATEN
LABUHAN BATU, PROVINSI SUMATERA UTARA)” kepada :

Nama : RIA DAMAYANTI

NIM : 12360001

No. HP/Identitas : 082367109332/ No. KTP. 1209205304940003

Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara

Waktu Penelitian ¢ 30 Januaris.d 15 April 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2.  Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

An. KEPALA
SN ESBANGPOL DIY
DAN KEMASYARAKATAN

el

sguwantoko, Msi.
6@70£4 199302 1 001

=iy i

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

@ Yang bersangkutan.




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JlIn. Sisingamangaraja No. 198 Telp. (061) 7866225, 7883016 — Fax. 7866248
Website : http://balitbang.sumutprov.go.id — Email : balitbang@sumutprov.go.id
MEDAN-20126

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
No. 070 f‘lﬁ [BPP /1] 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan
Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, setelah membaca / memperhatika

1. Surat dari;FAKULTAS Syariah dan Hukum Yogyakarta
Nomor : 074/109/Kesbangpol/2016 Tanggal 14 Januari 2016 tentang Permohonan lzin Penelitian (Pelaksanaan

Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi).
2. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
Nomor; 070-321/BKB.P-PM tanggal 04 Februari 2016 tentang Rekomendasi untuk hal tersebut diatas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan rekomendasi / izin untuk
mengadakan penelitian kepada:

Nama : Ria Damayanti
Alamat . Kota Kisaran Timur Mutiara JIn Suluk Lk.V
Pekerjaan . Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian . Penentuan mahar menurut hukum adat hajoran julu dan hukum islam (Studi kasus da
desa hajoran julu,Kab.Labuhan Batu,Prov.Sumatera Utara)
Lokasi/Daerah . Kab Labuhan Batu
Waktu/Lamanya . 3(Tiga) Bulan
Pengikut / Peserta : Sendiri
-Penanggung Jawab  : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSK Yogyakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah
setempat.

2. Menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.

3. Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pemyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai /
menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.

5. Sesudah penehtian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat diwajibkan melapor kepada Pemerintah Daerah
setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.

6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata pemegang surat ini tidak memenuhi
ketentuan di atas. '

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal . 05 Februari 2016
Bersedia Memenuhi Ketentuan Butir 1 s/d 7 a.n. KEPALA BADA PEQTEL‘ il
Pemegang Izin Penelitian : P 8
ql
-3
w
a
‘. i S /
Ria Damayanti Ir. Hj. RITHA, SBA‘LUﬁJS M.Hum.
“PEMBINATK |
NIP. 19580429 198403 2 002
Tembusan :
1. Bupati Labuhan Batu
Up.Ka.Bappeda Kab Labuhan Batu

2. Ka. Bakesbangpol Linmas Provsu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSK Yogyakarta
4, Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA -
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax. : (061) 4527480 Medan 20119

2. Menimbang

REKOMENDAST PENELITIAN

Nomor : 070- 324 /BKB.P-PM

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Penelitian.

b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi
Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa,politik dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Nomor
:070/28/BPP/1/2016 Tanggal 04 Februari 2016 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEIVIBERITAI—H.TKAN BAHWA
a. Nama Ria Damayanti
b. Alamat : Kota Kisaran Timur Mutiara,JIn.Suluk Lk.V
c. Pekerja : Mahasiswi
d. Nip/Nim/KTP 12360001
e. Judul Penentuan mahar menurut hukum adat hajoran julu dan

f.  Lokasi/Daerah
g. Lamanya
h. Peserta

i. - Penanggung Jawab :

hukum islam (Studi kasus di desa hajoran julu,
Kab.Labuhan Batu,Prov.Sumatera Utara

Kab. Labuhan Batu

3 (Tiga) Bulan

Sendiri

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSK Yogyakarta -

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan,
yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan
menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum
di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke
Bakesbangpol dan Linmas Provsu
4. Apabila ketentuan dlmaksud pada butir 2 tidak dapat dllaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini

tidak berlaku

5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Tembusan

1. Bapak Gubernur sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Labuan Batu Up. Ka. Kesbangpol dan linmas

3. Ka Balitbang Provsu

Medan 04 Pebruari 2016

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

'!

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSK Yogyakarta.

5. Pertinggal

e



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN

KEPALA DESA HAJORAN

Alamat : JIn.Besar Desa Hajoran — Huta Godang, Kode POS 21465

%

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : KAYAMUDDIN SIREGAR
Jabatan : Kepala Desa Hajoran
Alamat : Ranto Jior Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar- benar telah melakukan wawancara dan
memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 12 Februari 2016 s/d selesai,
yakni :

Nama : Ria Damayanti

Nim : 12360001

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Mutiara KisaranTimur. Jlsuluk lk V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :
"PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM ISLAM”

(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU,PROVINSI SUMATERA
UTARA) ;

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang
berkepentingan.

Hajoran, 16 Februari 2016




PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN

KEPALA DESA HAJ ORAN

Alamat : J1. Besar Desa Hajoran - Huta Godang, Kode Pos 21465

Hajoran, 12 Februari 2016

Nomor 1474/ LB/ HI /2016 Kepada Yth :
Lamp t- FAKULTAS SYARI’AH
Prihal : Izin Tempat Penelitian ( Riset ) UIN SUNAN KALIJAGA
Di_
Yogyakarta
Dengan Hormat ,

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Sunan KaliJaga Yogyakarta ( UIN ) UIN No.

02/DS.1/PP.00.9/ 67 /2016.
Prihal Izin Penelitian ( Riset ). Bedasarkan hal tersebut diatas maka kami menerima Mahasiswa UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang ingin melaksanakan Kegiatan Penelitian di Desa kami pada tanggal 12 Februari 2016 s/d

selesai.

Nama : RIA DAMAYANTI

NPM / NIM . 12360001 ;

Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB HUKUM ( PMH )

Judul Skripsi : PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN
JULU DAN HUKUM ISLAM

( STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU, PROVINSI SUMATRA UTARA )
Demikian Surat ini kami sumpaikan atas kerja sama kami haturkan terima kasih




10.

16

12.

Rincian pertannyaan wawancara

Bagaimana penentuan mahar seorang wanita dalam perkawinan yang ada

di Desa Hajoran Julu ?

Apakah penentuan mahar bagi seorang wanita yang masih gadis, sudah
bercerai atau janda sama saja ?

Bagaimana praktek penentuan mahar dalam adat perkawinan di desa
hajoran Julu ?

Apakah penentuan mahar bagi seorang wanita ‘ditentukan berdasarkan
strata sosial ?

Apakah ada kententuan mahar bagi seorang wanita yang akan dinikahi
secara adat Hajoran Julu ?

Bagaimana pandangan para tokoh adat di Desa Hajoran Julu tentang
mahar Yang di tentukan ?

Apakah penentuan mahar tidak akan memberatkan bagi seorang laki-laki
yang akan melamar wanita tersebut ?

Apakah penentun mahar di Desa hajoran julu merupakan adat istiadat yang
sudah tidak bisa diubah lagi ?

Masyarakat hajoran julu mayoritas beragama apa ?

Apakah seluruh masyrakat hajoran julu mengikuti adat tersebut ?
Bagaimana sejarah asal usul penentuan mahar yang ada di desa hajoran
julu?

Bagaimana sistem kepercayaan masyarakat hajaoran julu entang

penentuan mahar tersebut ?



13. Bagaimana proses peminangan hingga terjadinya suatu pernikahan ?

14. Siapakah kepala adat yang ada di desa hajoran julu ?



SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Samma Wbts
Pekerjaan D Macapaon
i) ' Regoran ulwe

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar- benar telah melakukan
wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari

tanggal % %eh..2016.yakni :

Nama : Ria Damayanti
Nim :12360001
Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :Mutiara Kisaran Timur.jl suluk 1k V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM
ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU,PROVINSI SUMATRA
UTARA )

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau
institusional yang berkepentingan.

Hajoran Julu (‘1%“‘4"‘2016

rasumber

ot

/\
(Sacz, Wbne )



SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama - Mubammad @on™ Wastbuart
Pekerjaan : Pelerrud C Qaya Hapbusn)
Alamat ¢ {—(aé«orn.n MU |

Seianjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar- benar telah melakukan
wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari
tanggal .1'3..P.’-L?.2016.yakni : :

Nama : Ria Damayanti

Nim 112360001

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :Mutiara Kisaran Timur.jl suluk 1k V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM
ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU,PROVINSI SUMATRA
UTARA ) |

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau
institusional yang berkepentingan.

.............................



SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawabh ini, saya

Nama : Mubasmad AU Hanbuan
Pekerjaan : \Db}é-n-'t € 2uya Hanmbuen)
Alamat -1 Hagoran puww

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar- benar telah melakukan
wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari
tanggal )2.%2h..2016.yakni :

Nama : Ria Damayanti

Nim :12360001

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :Mutiara Kisaran Timur.jl suluk lk V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul ;

PENENTUAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT HAJORAN JULU DAN HUKUM
ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU,PROVINSI SUMATRA
UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau
institusional yang berkepentingan.




Riwayat Hidup

Nama : Ria Damayanti

Tempat T/B/T : Kisaran, 13 /April/ 1994
Nama Orang Tua

Bapak : Muhid

[bu :Juriah

Riwayat Pendidikan

TK : TK Miftahul Jannah

SD/MI : SD Negeri 001

SMP/IMTS : MTS.S. Baharuddin

SMA/MA : MA. Raudhatul Hasanah

UNIV/SI : UIN Sunan Kalijaga

Alamat :JdIn. Suluk Lk.V, Mutiara Kisaran Timur, Sumatra
Utara

Email : Riedamapuja@qgmail.com

Nomor Hp : 082367109332

Organisas :

Mapalaska (M ahasiswa Pencinta Alam UIN Sunan Kalijaga)
Ikatan Alumni Keluarga Raudhatul Hasanah

Himpunan Mahasiswa ldam
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